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SAI,INAN
KEPUTUSAN SEKPJTARIS KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS I]TAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA,/
PDJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IGMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1 O / SES / HK/ 02 / 2O2O

TENTANG

PENGANGKATAN APRROWR DAJ.] OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISITM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SAruAN KERJA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAI,/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a bahwa dalant rangka persiapan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat ltrstansi (SAKTD versi Desktop untuk 5 (lima)
Kenrenterian/l,embaga tahap lY^ yang akan dimulai pada tahun
anggaran 2O2O;

bahwa untuk mendukung persiapan Piloting SAKTI pada Satuan Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perrcncanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas),
perlu ditetapkan Apptover dan Operator Pengguna Aplikasi SAKTI
pada Satuan Kerja Kenlenterian PPN/Bappenas;

bahwa pejabat/pegawai yanS namanya terrantum dalanr Lampirzrr
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk
nrelaksanakan tugas sebagai Appr over dan Opemtor PenSgurla

Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Kementeriarr PPN/Bappenas;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O5/2O12 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan LngSaran
Pendapatan darr Belanja Negara sebagainuna telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuan8an Nomor 178IPMK.O5/2O18 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuan8an Nonlor
'l9O /PMK.Os / 20 1 2 tentan8 Tata Cara Pentbayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan AnSgaran Pendapatan dan Belanja NeSara;

Peraturan Menteri Keuangan Norrror 159/PMK,O5/2O18 tentang
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
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3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Penrbangunan Nasioal Nomor 5 Tahun 2016
tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelapotarl, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

4. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6{UKLAK/SESMEN,/08/ 2018 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pelencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Baclan Pelencanaan Pembangunan Nasioal Nomor 5
Tahun 201,6 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan An3;4aran1,

MEMUTUSKAN:

IGPUTUSAN SEKRETARIS KEMXNTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,/SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT

PENANDATANGAN DIPA,/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT TENTANG PENGANGKATAN

A"RROWR DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI

IGUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SAruAN KERJA KEMENTERIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PEPJNCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAI,.

MenSanSkat pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam l^amplran
Keputusan ini sebagai Appt over dan Operator Pengguna Aplikasi SAKTI
pada Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Approver memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas

perekaman data yang dilakukan oleh Operator dan/ atau atas perrekan.un

data yang telah disetujui oleh Validator.

Operator nremiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data
dalam SAKTI.

Pejabat/Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTA 4A sesuai kewenang annya dalam menggunakan Aplikasi SAKTI

taat pada peratut an perundang-undangan.

KELIMA



KILIA4A Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februati 2O2O

SEKRETARIS KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
SEKRETARIS LTTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

HIMAWANHARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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RR. Rita Erawati
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SALINAN
I-A"MPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS/SEKRETARIS T]TAMA BAPPENAS

NOMOR IGP. 1 O / SES / HW 02 / 2O2O

TANGGAL 12 FEBRUARI 2O2O

SEKRETARIS KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
SEKRETARIS T-ITAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEI-{KU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA,/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengatr aslinya
Kepala Biro Hukum,

+-

ttd

No Nanla darl NIP Pangkat/ Gol Jabatan

l
Himawan Hariyoga

NIP. 1 9631 1 18198801 1001
Pembina I ltalllallve Approval KPA

2
Wido Ngesti Rahardjo

NrP. 1 970 1 00620 I 4061002

Pen3atur Muda Tk.l ,/Iib
Operator'

Operatol'
Kementerian

3
Imelda Benastan, SE

NIP. r 99101 1 s2074032002
Pembina/lY a Operator'

RR. futa Erawatr

APRROVER DtrJ.I OPERATOR PENGGUNA APLIKASI

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Jabatan
Perbendaha,'aan

Operator'
Kementerian


